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CAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4 Kabupaten/Kota Raih WTP!

YOGYA (MERAPI) - Empat P orata ota DIY yakni Kota/

Yogya, Sleman, Bantul dan Kulonp

Tanpa Pengecualian (WTP) dalam
tah Daerah (LKPD) yang dilansir Badan Pemeriksa Keuangan |

emperoleh opini Wajar
Ketiangan Pemerin-

(BPK) DIY, Kamis (22/5). Sementara, Kabupaten Gunungkidul
memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Khusus untuk Kota Yogyakarta, tahun
ini WTP disertai dengan paragraf penje-
1as karena Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) memberikan catatan pada penge-
lolaan Educatitn Hotel (Edotel).

"Masih seperti dulu, WIP dengan
paragraf penjelas. Harusnya ada per-
ubahan,” kata Kepala Kantor Perwa-
kilan BPK DIY Sunarto saat penyerahan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kabu-
paten dan kota di kantor BPK DIY,
Kamis (22/5).

Dia menjelaskan pada pengelolaan
Edotel di SMKN 4 dan SMKN 6

BPK juga mm:ha{kanmtahn t.erluut
asatbetaphamlsmm;mng tidak dapat
ditemukan Piutang-piutang pa-
jak bumi dan bangunan (PEB) pelimpa-
han KPP Pratama yang sudah diveri-
filkasi yang belum dimasukan juga jadi
sorotan.

Selain itu gugatan perdata terkait pe-
mutusan kontrak sepihak atas kerja
sama Bangun guna serah Terminal
Giwangan. Catatan ini sama dengan

yang diberikan BPK pada LKPD Pemkot

penjelas,”" papar Sunarto.
Terkait dugaan korupsi pengadaan
pe:gnla_wng sedang diproses chakaaan
Tinggi, Sunarto mengatakan ti

jawaban semua lengkap sudah dila-
porkan Pemkot Yogya. Namun dari asas
kepatuhan bisa masalah itu
muncul karena pengadaan pergola di-
hkukmdmguupenmmkkm]smgsum,r

'deasarkmdatalapormkamngan
kami ungkap di situ. Tapi kita tidak
menghitung kerugiannya. Kejaksaan
yang berhak menyelidiki lebih dalam,
mereka punya data lebih kuat. Kami ti-
dak ingin mengganggu proses, itu tapi
pada intinya kita bekerja sama," terang

angparan pendataan belanja sekolah.
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kendala dalam operasional hotel jika
penerimaan harus masuk kas daerah.
Untuk mengatasinya kini  dibentuk
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),

"[ni masih proses pembentukan
BLUD. Kalau dibuat BLUD bisa dibuat
rekening sendiri sehingga tidak ada ken-
dala dalam belanja operasional," tambah
Titik yang hadir mewaldli Pemlot Yogya.

Rusunawa di Juminahan
aset itu baru diserahkan pemerintah
puzat ke Pemkot Yogyva kemarin, sehing-
ga belum masuk ke kas daerah.

"Untuk yang masalah gugatan hukum
Terminal Giwangan itu fakior luar secara
| administrasi. masuk tahap
. banding dan karmi menunggu hasilnya,"
tutur Titik.

Bupati Bantul Hj Sri Surya Widati me-
ngatakan, tahun ini BPK memberikan
tambahan paragraf penjelasan dalam
LHP yang harus diselesaikan Pemkab
Bantul, salah satunya utang Pajak Bumi
dan Bangunan (FBE). Sebelumnya, PEB
dipegang Kantor Pajak Pratama namun
kini dipegang langsung oleh Pemkab
Bantul. "Kantor Pajak Pratama ternyata
meninggalkan peraoalan berupa hutang,
BPK kemudian merekomendagikan
Pemkab Bantul agar ‘menagih utang
| tersebul," tambahnya.

Selain itu, BPK juga merckomen-
dasikan agar Pemkab Bantul menata ad-
ministrasi pengelolaan aset. Saat ini,
masih ada sejumlah aset senilai Rp 10

Belum dimasukan karena akan ter.-_l

nas Kesehatan, Dinas Pendidikan Me-
nengah dan Non Formal (Dikmenof) ser-
ta Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas).
Buku-buku harus dicatat dan diketahui
nilainya berapa karena termasuk aset i
ulasnya.

"Karena WTE, tahun lalu kita dapat re-
ward senilai Rp 24,6 miliar. Mudah-mu-
dahan tahun ini dapat lagif ujarnya

Bupati Sleman Sri Purnomo mengata-
kan, Sleman telah tiga kali bertuwrut-tu-

"Kami sangat berterima kasih kepada
seluruh jajaran aparat Pemkab Sleman
yang telah bekerja keras dalam mewu-
kab Sleman akan menindaklanjuti hasil
dari LHP BPK ini,” tutur Sri Purnomo,

Bupati Kulonprogn Hasto Wardoyo
mengatakan, dirinya merasa lega setelah
tiga tahun berturut-turut mendapat
opani wajar dengan pengecualian (WDP).
Untuk Kulonprogo paragraf penjelasan
yakni meningkathan kartu inventaris ru-
angan (KIR) dan kartu inventaris barang
(KIB).

"Setelah meraih opini WTE, kami akan
meningkatkan perencanaan dan evalu-
asi agar bisa meraih nilai B yang tercer-
min dalam LAKIP. Kami akan folous per-
baikan dari LAKIP. Yang tidalk kalah
penting adalah pelayanan kepada
masyarakat." kata dia.

Pemerintah kabupaten kota diberi

waktu maksimal 60 hari untuk menin-
dalklanjuti rekomendazi BPK atas lapor-

 miliar yang belum terdata denganbaik.  an hasil pemeriksaan LKPD.
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